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ABSTRAK : Setiap warga negara berhak atas berserikat dan berkumpul dalam sebuah 

organisasi kemasyarakatan merupakan hak konstitusional warga negara 

yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan organisasi kemasyarakatan memiliki peranan dalam 

pembangunan Provinsi Jawa Timur sehingga perlu dilakukan 

pemberdayaan dalam rangka meningkatkan ruang partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan Daerah serta Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Menjadi Undang-Undang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 

1950; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

16 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 

2016. 

 
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Kewenangan Pemerintah 

Provinsi, Perencanaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, 

Pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Partisipasi 

Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, serta Pembiayaan. 

 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 

November 2022. 

- Penjelasan : 7 hlm. 

 


